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KEPUTUSAN BUPATI HALMA}IERA BARAT
NOMCR 62.A TAHUN2O1l

TENTANG
PEiIBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISA RESIKO
SIS?EAi PENGEiliDALIAIIa INTERN PEi{ERINTAH {SPIP}

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPA?I HAL}TAHERA BARAT,

a- bahwa untuk kelarrcaran peteksanaan penyusunan analisa resiko
Sistem Pengendalian lntern Pemerintah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian lnternal Pemerintah, rnaka guna meningkatkan
efektifttas penyusunan anatisa resiko pertu membentuk Tim
Penyusunan Analisa Resiko Sistem Pengendalian dimaksud;

b- bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini' dianggap
mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan {ugas
penyusunan analisa resiko pengendalian sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Resiko Sistem
Pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

f. i.rndang-undang Nomor 60 Tahun 1958 ientang Peneiapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun'1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang,

2. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian Sebagaimana tetah diubah dengan Undang-
undang Nomor43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupater? Halmahea Utara, Kabupaten Halfiaheta Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidoi€ Kepulauan di Prov-insi l"{aluku Uiara,

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Unciag-undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemeriniah
Daerah;

6. Undag-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2A01 Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8- Peraluran Pemerintah nomor 55 tahun 2005 fenfang Dana
Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengeioiaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;
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t i - Feratu'ra* Feitre*r:talt *i-*nt*r ;8 Tatrrin 2$$7 ie*tar:g Pe*:bagia:it
Urusan,bemedfitah ar'iaia iremertniah, Femeilntair Saerah
Previnsi dar: Pe;:teri*ia.h Daerah Kabupat-e*,1(cia,

lz-pemnxan Femetirrtah Nomot &t TaiurR ze0& &nb*g gistem

Pengenciaiian fniem Pemerintah;
l3.FeratrrEn Menieri Dalam Negeri Noffo!' i3 Tahun 2006 tentang

Pedo,ria,'i .Denge,b,ta6,t'Ke.i'a,lga,: Daeiah se'baga,i!ra,t6' ie"ah
diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

'i4. Peraiuian Daerah Kabupaten Halmahera Barai Nomqi i7 Tai]ijn

2SOB tentang Organisasi dan Tata Keria lnspektcrat Ka-bupaten

Halmahera Barat;

15. Peraturan Daerah Xabupalen Halmahera Barat Nornor 1 lahun
201 'l tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Haimahera Barai Tahun 20i 1;

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 201 1 tentang Penyelenggaran

Sistem Pengendalian lntern Pemerintah Kabupaten Halmahera

Barat.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusunan Analisa Resiko Sistem
Pengendalian lnlem Pemerintah (SPIP) Xabupaten Halmahera
Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam
Lampiran K.eputusan ini:

Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu adalah:

Menegakan integritas dan nilai etika;
Komitmen terhadap kompetensi;
Kepemimpinan yang kondusif;
Pernbentukan stuktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f. Peryusuna n dafi penerapan kebiiaka* yang sehal fenfang

pembinaan sumber daya manusia;
g. Pei',ffujudan peran aparat pefigawasan inieiir peffierii'iiah yang

efektif, dan
h. Hubungan kerja yangbaik dengan instansi Pemerintah terkait.

Segak braya yang timbul sebagai akibat dikeluar*an Keputusan
ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barai Tahun Anggaran 201 1.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dfefapkan di : )ailolo
pada tanggal : 10 J.uluari 2011
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PEJABAT P?FAr

Sekretaris Daerah ##Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra
lnspektur l spektorat ItflQr+
Kabag. Hukum & Orgs (N%h"t

Tpmhusan I Disampaikan kepada Ylh ;

1. Menteri Dalam Neged diJakarta;
1,,, I lr-r- .li C^t6

3- a€darr Pe,/rariks, Kewng@n Pena,a\'tfan Maluku Utara di Ternate;

W
llAlrf a a, rl' lauElA



TtrN]ANG

K#i}TUSA}.I EI}PATT }*ALMAI.IERA EARAT
No&AOR62.A TAltt"l!'L2011
F.a-igG*E!- 10 Jrmuari t+ii

DAFTAR TtM FENYUSUNAN ANALTSA RESIKO,S'1ST:ij

P.ENGENDAUAN INTERN PzuERINTAH {SPIP} KAB{.JPATEN

iIALMAflLT<A r'qf(A 
' 

,

BUP ATT HALIIAHERA BAE.AT,
_/

/,b'/
NAMiO H. F.OEA

hiA!rE-A KED'JDUKAilI DALA}d TIH

1l
i2l

3l
I

14 I

tIt
lr
ul
,1
lz
I ul
I

lro
I

I 11.

Bupati Halmahera Barat

Wakil Bupati Halmahera Barat

Se*retaEs faer€fi

inspekiur lnspeKorat

Kepala Bappeda

Kepala DPP*(AD

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kepaia Badan Kesbangpsii dan Linmas

Ke+aka Bagnzfi lh-{fttrft dan Crganisae,t

Kepata Bagian Penrerirltahan

Pembina

Pembina

Pengarah

Keiua
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Anggota

Afiggota

A*ggota

Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra


